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A. Musyarakah Mutanagisah

1. Pengertian Musyarakah Mutanagisah

Musyarakah mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad
musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak
atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syisrkah yang berasal dari
kata syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (Syirkah), yang berarti
kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. Musyarakah atau
Syirkah adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan.
Sementara /mutanaqisah berasal dari kata yatanaqgishu-tanaqish-
tanaqishan-mutanaqgishun yang berarti mengurangi secara bertahap.

Musyarakah mutanaqisah (diminishing partnership) adalah bentuk
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang
atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan
salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak
kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme
pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini
berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Akad musyarakah mutanagisah adalah pembiayaan berpola bagi hasil

untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti.

! Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114.
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Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset
yang diinginkan nasabah kemudian barang tersebut menjadi milik
bersama dan digunakan untuk usaha yang dapat menghasilkan, dalam
kasus pembiayaan disini barang disewakan kepada nasabah. Bagian hasil
sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang
dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat
jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

. Dasar Hukum Musyarakah Mutanagisah

Dalam akad musyarakah mutanagisah terdapat dasar hukum yang
berdasarkan nilai syariah sehingga setiap kajian hukum harus dilakukan
untuk menganalisis keabsahan produk yang ada, tidak terkecuali untuk
akad musyarakah mutanaqgisah yang merupakan akad Aybrid contact.
Dasar hukum ini menjadi pilar terbentuknya akad musyarakah
mutanaqgisah tersebut yang memang terdiri dari akad musyarakah dan
ffarah. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan dasar hukum terkait
bahasan mengenai akad musyarakah mutanaqisah berdasarkan dasar
hukum syariah, antara lain:

Surah Shad ayat 24
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Artinya . Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang
lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa
kami mengujinya, Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu
menyungkur sujud dan bertaubat.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun
perempuan dianjurkan untuk mengerjakan amal saleh dan Allah tidak
membedakan kebaikan atau pahala yang akan diberikan kepada
keduanya, serta dalam ayat tersebut juga menjelaskan adanya larangan
untuk berkhianat jika telah bekerjasama. Dalam akad musyarakah
mutanaqgisah terdapat akad syisrkah yaitu kerjasama yang mewajibkan
bagi pelaksana akad ini untuk saling mempercayai dan tetap jujur tanpa
menyakiti satu sama lain.? Oleh karena itulah surat Shad ayat 24 ini
menunjukkan ciri dalam pelaksanaan akad musyarakah mutanagisah.
Dalam ayat ini juga dijelaskan kita tetap berkewajiban memaafkan jika
salah seorang dari pelaksana akad musyarakah mutanagisah ini
melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak.

Hadits

arlo ool o oIl a0 6 T gy b1 0) JIB asdy 30 o o

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari

Nasrun Haroen, Figh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 173
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dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati
lainnya”. (HR Abu Daud).

Hadist tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-
hambanya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi
amanah kebersamaan dan menjahui pengkhianatan.® Dalam hadis ini
terdapat pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat maka dapat
disimpulkan jika dalam berserikat dibolehkan pihak ketiga yang juga
diharpkan membawa kemaslahatan.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanagisah

Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau
tidaknya suatu transaksi,* salah satunya adalah jenis transaksi
musyarakah mutanaqisah dalam kegiatan ekonomi secara islami. Rukun
dan syarat adalah hal yang penting dan dasar karena musyarakah
mutanaqgisah merupakan suatu perikatan akad, maka penulis akan
memaparkan rukun dan syarat perikatan dalam syariah Islam yang harus

dipatuhi dan diawasi oleh masyarakat muslim.’

a. Rukun Musyarakah Mutanaqisah
Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu

transaksi (necessary condition), begitu pula pada transaksi yang terjadi

*Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
&Tazkia cendikia, 2001) , 91

* Widyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),
56.

® Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.
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pada kerja sama bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam
muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada empat
yaitu °;

1) Sighah, ucapan 7jabdan qgabul

2) Pihak yang melaksanakan syirkah (kontrak)

3) Obyek kesepakatan (modal dan kerja)

4) Nisbahbagi hasil

b. Syarat musyarakah

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun

(sufficient condition). Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi,
rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi 7asid
(rusak). Syarat dalam akad musyarakah mutanagisah antara lain : ’

1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan
jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.

2) Presentase pembagian keuntungan untuk masin-masing pihak
yang berserikat dijelaskan  ketika berlangsungnya akad.
Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan
dari harta lain.

3) Modal, harga barang dan jasa harus jelas.

4) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak

pada biaya transportasi.

® Ibid, , 173.

"Djuwaini, Dimyaudin. Pengantar Figh Muamalah, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 82.
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5) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai
seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

4. [jarah dalam Musyarakah Mutanagisah

ljarah berarti sewa, jasa atau imbalan yaitu akad yang dilakukan atas
dasar suatu manfaat dengan imbalan atau jasa.® /jara# adalah suatu jenis
akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan
demikian pada hakikatnya //arah adalah penjualan manfaat yaitu
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad /jarah tidak ada
perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang

menyewakan kepada penyewa.’

Dalam islam terdapat dua jenis Jarah, *° ijarah pertama adalah yang
berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang
dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah
yang dibayarkan disebut ujrah. ljarah selanjutnya berhubungan dengan

sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari

®Habbib Nazir dan Muh Hasan,” Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syarial?’ (Bandung Kaki
Langit,2004) 26.

® Sayyid Sabiq, Tarjamahan Figh Al-Sunnah, Jilid 111, 177.

10 Ascarya, Akad dan produk Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 99
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asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalam biaya
sewa. Bentuk Jzarah ini mirip dengan /easing (sewa) pada bisnis
konvensional. Pihak yang menyewa (/essee) disebut mustajir, pihak yang

menyewakan (/essor) disebut muajir dan biaya sewa disebut ujrah.

ljarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa
perbankan syariah, sementara /jarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai
bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah. Sehingga, dapat
dikatakan //arah yang terdapat dalam akad musyarakah mutanaqisah
adalah Jgarah jenis kedua ini, yaitu jual beli manfaat dari asset atau
property. Karena dalam akad rmusyarakah mutanagisah yang menjadi
objek akad adalah property benda tak bergerak, seperti rumah, kos,
kantor, gedung, dan sebagainya. Dalam hal ini lembaga terkait yang
menerapkan sistem ujrah (sewa) dalam akad musyarakah mutanaqisah
semata hanyalah diambil untuk keuntungan bagi lembaga terkait selaku

penyewa.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/1V/2000
tanggal 13 April 200 tentang pembiayaan /jarah ditetapkan rukun dan
syarat serta ketentuan teknis mengenai pelaksanaan /jarah pada lembaga
keuangan syariah baik swasta maupun lembaga keuangan syariah milik

pemerintah, antara lain.*

“Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang
pembiayaan ljarah
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1. Rukun dan Syarat jjarah
a. Sighat ijarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari kedua
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal
ataupun dalam bentu lain
b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa (lessor,
pemilik asset, lembaga keuangan syariah) dan penyewa (lessee,
pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset,
nasabah)
c. Objek akad /arah. (i) manfaat barang dan sewa (ii) manfaat
jasa dan upah
2. Ketentuan Objek /jarah
a. Objek /jarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau
jasa
b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
dalam kontrak
c. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai
dengan syariah.
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan

mengakibatkan sengketa
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f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
identifikasi fisik

g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran
manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli
dapat pula dijadikan sewa dalam /jarah

h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan obyek kontrak

I. Flexibility dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam
ukuran waktu, tempat dan jarak

3. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam

Pembiayaan ljarah

a. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:

1) Menyediakan asset yang disewakan

2) Menanggung biaya pemeliharaan asset

3) Penjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan

b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga
keutuhan asset yang disewa serta menggunakannya sesuai
kontrak

2) Menanggung biaya pemeliharaan asset yang sifatnya ringan.

Jika asset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan
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penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian
pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung

jawab atas kerusakan tersebut.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi
manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan
didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan

rukun Islam.

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt
memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. At Taubah:

105
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Artinya : Dan Katakanlah. "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu
akan dikembalikan kepaaa (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu
kerjakan.

Ekonomi Islam saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini dapat
dilihat dari maraknya lembaga-lembaga perekonomian baik bisnis

maupun keuangan yang melaksanakan usahanya dengan berdasarkan
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syariat Islam. Beberapa lembaga tersebut antara lain bank syariah,
asuransi syariah, hotel syariah. Ekonomi Islam pun telah terbukti mampu
memajukan perekonomian, sebagaimana telah dibuktikan pada
kekhalifahan Islam, dimana pada saat itu negara-negara barat sedang
mengalami zaman kegelapan (dark ages). Zaman keemasan tersebut
mengalami kemunduran seiring terjadinya distorsi dari syariah Islam
yang nilai-nilainya sangat wniversal. Karena itu penggalian nilai-nilai
dan metode serta cara mengelola perekonomian secara syariah menjadi
penting adanya. Apalagi permintaan terhadap metode ini merupakan

kebutuhan umat dan masyarakat.*?

Berbicara tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi
kapitalis tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pendapat mengenai halal-
haramnya bunga yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai riba yang
diharamkan oleh al-Qur’an. Manfaat uang dalam berbagai fungsi baik
sebagai alat penukar, alat penyimpan kekayaan dan pendukung peralihan
dari sistem barter ke sistem perekonomian uang, oleh para penulis Islam
telah diakui, tetapi riba mereka sepakati sebagai konsep yang harus
dihindari dalam perekonomian. Sistem bunga dalam perbankan (rente
stelsel) mulai diyakini oleh sebagian ahli sebagai faktor yang
mengakibatkan semakin buruknya situasi perekonomian dan sistem

bunga sebagai faktor penggerak investasi dan tabungan dalam

2 yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,(Robbani Press, Jakarta,
2004),73
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perekonomian Indonesia, sudah teruji bukan satu-satunya cara terbaik
mengatasi lemahnya ekonomi rakyat. Larangan riba dalam Islam
bertujuan membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan bahwa
modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dan tidak ada
keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada
resiko sama sekali. Karena itu Islam secara tegas menyatakan perang
terhadap riba dan ummat Islam wajib meninggalkannya Ekonomi Islam
bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan
masyarakat ini dicapai dengan melaksanakan syariah Islam, sehingga
tujuan kesejahteraan didefinisikan sebagai magasid (tujuan-tujuan)
syariah : yaitu perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan
(Kehormatan diri) dan harta. Dengan perlindungan terhadap agama,
maka menjadi tujuan pertama, karena dengan agama perilaku akan lebih

terjaga melalui norma-norma yang ada.

. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam
mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta
menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh
ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah
membantu manusia mencapai ketenangan didunia dan di akhirat.

Seorang fugaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zahrah
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mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukan bahwa

Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia yaitu:

a. Penyucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan
bagi masyarakat dan lingkungannya.

b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud
mencakupi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.

c. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama
menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas

mencakupi lima jaminan dasar yaitu:

1) Kemaslahatan keyakinan agama (a/ din)

2) Kemaslahatan jiwa (a/ nafs)

3) Kemaslahatan akal (a/ agl)

4) Kemaslahatan keluarga dan keturunan (a/ nas/)

5) Kemaslahatan harta benda (a/ mal)

3. Prinsip dalam Ekonomi Islam
a.Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta.

Sesungguhnya Islam sangat menghormati milik pribadi, baik itu
barang- barang konsumsi ataupun barang- barang modal. Namun
pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang
lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik
sesungguhnya adalah Allah SWT. Sesuai dengan penjelasan pada

QS.an-Najm ayat 31
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Artinya . Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit
aan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-
orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan
aan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan
pahala yang lebih baik (syurga).

jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem
ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya. Dalam Islam
kepemilikan pribadi sangat dihormati walau hakekatnya tidak mutlak,
dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
orang lain dan tentu saja tidak bertentangan pula dengan ajaran Islam.
Sementara dalam sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan
pemanfaatannya pun bebas.sedangkan dalam sistem sosialis justru

sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan

oleh negara.”

b. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (hukum), dan Moral
Prinsip ekonomi yang terikat dengan moral adalah prinsip yang
melaranhg kegiatan ekonomi yang dapat merugikan yang lain dan
keluar dari pemikiran ekonomi islam yang selalu berasaskan moral
kita sebagai masyarakat muslim. Dan ekonomi yang terikat dengan
syariah adalah prinsip ekonomi yang melarang adanya pemikiran

melakukan segala cara untuk melakukan kegiatan ekonomi dan

¥ Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),70.
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menentang syariah Islam, sementara ekonomi yang terikat dengan
akidah yang dimaksut disini adalah prinsip yang sesuai dengan ajaran
Islam tentang adanya larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi
yang keluar dari tatacara secara Islam.
c. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan
Individu dengan Kepentingan umum

Dalam Kkapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak
dibatasi norma- norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau
haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama
sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan
ditujukan hanya untuk negara. Sementara dala Islam keseimbangan
antara individu dan kepentingan umum sadalah salah satu prinsip
ekonomi Islam yang sesuai. Arti keseimbangan dalam sistem sosial
Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan
mutlak, tetapi mempunyai batasan- batasan tertentu, termasuk dalam
bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang
untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan
mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan
masyarakat secara umum.
d. Bimbingan Konsumsi

Islam melarang orang yang suka kemewahan duniawi, berlebih

lebihan dalam konsumsi dan bersikap angkuh terhadap hukum
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ataupun keadaan sekitar karena kekayaan, sebagaimana Firman Allah

dalam QS. Al-Israa ayat 16

D501 e 55 3 15038 (a2 Al ap e of B35 Tog
35 5525

Artinya: “Dan Jika kami hendak membinasakan suatu negeri,
Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hiadup mewah dr
negeri ftu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan
kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku
terhadapnya perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami hancurkan
negeri itu sehancur-hancurnya.”

Berbeda dengan ilmu ekonomi modern dimana masalah pilihan
sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing
individu. Dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam
kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau Kkita.
Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan
kitab Suci Al-Qur’an dan Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam,
kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi
juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan

kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan

orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Qur’an atau Sunnah.

e. Petunjuk Investasi
Petunjuk investasi ini ditujukan agar masyarakat muslim tidak

menggunakan harta kekayaan secara sia-sia dan tetap bertujuan untuk
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membantu masyarakat muslim lain. Tentang kriteria atau standar
dalam menilai proyek investasi, al-Mawsu’ah Al-ilmiyahwa-al
amaliyah al-islamiyah memandang ada lima kriteria yang sesuai
dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek
investasi, yaitu:'

1) Proyek yang baik menurut Islam.

2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.

3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan

kekayaan.

4) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.

5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.
f. Zakat

Zakat adalah salah satu karasteristik ekonomi Islam mengenai
harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem
perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada
pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai
pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.
g. Larangan Riba
Dalam prinsip ekonomi Islam sangatlah jelas bahwa dasar

pemikiran kegiatan ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang
membawa kemaslahatan bagi seluruh umat tanpa merugikan orang

lain. Riba dalam kegiatan ekonomi hanya akan menjadikan sebagian

" bid, 75
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masyarakat yang mendapatkan keuntungan besar sementara
masyarakat lain sangat dirugikan. Oleh karena itu dalam kegiatan
ekonomi Islam larangan riba adalah prinsip ekonomi Islam yang

paling dasar



